
PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

NOMOR 5 TAHUN 2013

T E N T A N G

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI

TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Obyek
Tempat Rekreasi dan Olahraga pada pasal 136
dikecualikan dari obyek Retribusi pelayanan tempat
rekreasi, pariwisata dan olah raga yang disediakan,
dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah, BUMN,
BUMD dan pihak swasta;

b. bahwa Obyek Rekreasi Wisata Alam Kawasan Wisata
Tanjung Puting merupakan kawasan yang dimiliki
dan/atau dikelola oleh Pemerintah Pusat, sehingga
dikecualikan Obyek Rekreasi Wisata Alam yang dikelola
dan dipungut retribusi oleh Pemerintah Daerah.

c. bahwa Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi
Dan Olah Raga yang salah satu obyek Retribusinya
Kawasan Taman Nasional, maka perlu dilakukan
perubahan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan
Olah Raga.

Mengingat : 1. Undang–Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang
Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953
tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor
9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
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2. Undang–Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum
Acara Pidana (Lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3209);

3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang
Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
(Lembaran Negara RI Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 3419);

4. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Cagar
Budaya (Lembaran Negara RI Tahun 1992 Nomor 78,
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3427);

5. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pemerintah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor
32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4844);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4966);

8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang
Penyelenggaraan Kepariwisataan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4578);
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12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165 Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah
Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang
Pengusahaan Pariwisata Alam Di Suaka Margasatwa,
Taman Nasional, Taman Hutan Raya, Dan Taman Wisata
Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5116);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 310);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011
tentang Pembentuk Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);

17. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
32 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2007, Nomor 32);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat
Nomor 14 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan
Daerah yang menjadi Kewenangan Kabupaten
Kotawaringin Barat (Lembaran Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Tahun 2008 Nomor 14);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat (Lembaran
Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2008
Nomor 3);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Kotawaringin Barat Nomor
7 Tahun 2011 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan
Olah Raga (Lembaran Daerah Kabupaten Kotawaringin
Barat Tahun 2011 Nomor : 07).
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Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

dan

BUPATI KOTAWARINGIN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KOTAWARINGIN
BARAT NOMOR 7 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI
TEMPAT REKREASI DAN OLAH RAGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Kotawaringin Barat Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi
Tempat Rekreasi Dan Olah Raga (Lembaran Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat Tahun 2011 Nomor : 07),
diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan BAB II Nama, Objek dan Subjek Retribusi Pasal
2 pada ayat (1) diubah, ayat (3) point b angka 1 dihapus,
sehingga keseluruhan BAB II Pasal 2 berbunyi sebagai
berikut :

BAB II
NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

(1) Dengan nama Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga
dipungut retribusi atas penyediaan fasilitas tempat
rekreasi, wisata dan olahraga, yang dibangun,
disediakan, dimiliki dan/atau dikelola Pemerintah
Daerah.

(2) Objek Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga adalah
pelayanan tempat rekreasi, wisata, dan olahraga yang
disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah
Daerah.

(3) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
a. Tempat Rekreasi Wisata Bahari terdiri dari :

1. Pantai Kubu dan Tanjung Keluang;
2. Pantai Sungai Umbang;
3. Pantai Sungai Bakau;
4. Pantai Teluk Bogam dan Tanjung Penghujan;
5. Pantai Keraya dan sekitarnya;
6. Pantai Sabuai dan sekitarnya;
7. Pantai Sungai Cabang Timur;
8. Gosong Senggora, Sepagar dan Beras Basah;

b. Tempat Rekreasi Wisata Alam terdiri dari :
1. Dihapus.
2. Air Terjun Patih Mambang;
3. Arung Jeram;
4. Danau Gatal;
5. Danau Masorayan;


